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PUTUSAN

Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.Blu

) s ) ) aesy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Blambangan

Umpu, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
lbu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan
Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-

bukti surat dan kesaksian para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA
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Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya
tertanggal 03 Juli 2015 vyang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0114/Pdt.G/2015/PA.Blu

tanggal 03 Juli 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahnya
dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2012 di rumah orangtua
Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan
sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
27414412012, tertanggal 14 Mei 2012;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka
sama suka, Pemohon berstatus  jejaka sedangkan Termohon
berstatus perawan;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya
suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir
tanggal 26 Mei 2013, dan anak tersebut saat ini ikut bersama
Termohon;

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
di rumah orangtua Termohon selama 1 minggu di RT.004 RW. 001
Kampung Umpu Kencana kemudian Pemohon dan Termohon pindah
kerumah orangtua Pemohon selama 4 bulan di RT.011 RW. 003
Kampung Umpu Kencana kemudian Pemohon dan Termohon

bertempat tinggal lagi di kerumah orangtua Termohon di RT.004 RW.
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001 Kampung Umpu Kencana Kecamatan Blambangan Umpu,
Kabupaten Way Kanan sampai dengan awal bulan Maret 2014;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun
dan damai, namun sejak bulan Januari 2013, rumah tangga Pemohon
dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun
penyebabnya sebagai berikut :

a. Bahwa Termohon selalu menuntut lebih penghasilan Pemohon,
sedangkan menurut Pemohon penghasilan Pemohon untuk

kebutuhan sehari-hari sudah cukup;

b. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang
suami dan bila sedang bertengkar Termohon sering minta untuk

diceraikan;

c. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakan
tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah
pemberian orangtuanya, sedangkan Termohon ingin tinggal di

rumah orangtuanya sendiri;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan
Termohon terjadi pada awal bulan Maret 2014, dengan sebab masalah
kesepakatan tempat tinggal yang berakibat antara Pemohon dan
Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah orangtua
Pemohon karena tidak tahan dengan perbuatan Termohon dan tinggal
sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon
tetap tinggal di rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat

Termohon tersebut diatas sampai dengan sekarang 1 tahun 4 bulan;
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7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga
Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup
lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon,
sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i
terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan

Umpu;

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap

sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor
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0114/Pdt.G/2015/PA.Blu. Termohon telah dipanggil secara resmi dan

patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak
melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian
dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh

Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Nomor 274/44/\/2012,
tertanggal 14 Mei 2012, telah bermaterai cukup, telah dilegalisir
Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dan telah dicocokkan

dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan
SMA, bertempat tinggal di RT.05, RW. 05, Kampung Umpu Kencana,
Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selaku

Saudara sepupu Pemohon;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran agama Islam, dan

memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
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Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Blambangan Umpu

pada tahun 2012,

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak,
yang saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah
orang tua Pemohon, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon
sampai dengan bulan Maret 2014;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun, namun sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan Pemohon
dengan Termohon disebabkan Termohon merasa kurang atas
penghasilan yang diberikan Pemohon dan Termohon Kkurang
menjaga hubungan baik dengan Keluarga besar Pemohon;

- Bahwa sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang Pemohon dengan
Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah
orang tua Pemohon sedangkan Termohon memilih tinggal di rumah
orang tua Termohon;

- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon,

namun rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa

dipertahankan lagi;

2. SAKSI 2, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan
SMP, bertempat tinggal di RT.011, RW.003, Kampung Umpu
Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan,

selaku Ayah Kandung Pemohon;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0114/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran agama Islam, dan

memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Blambangan Umpu
pada bulan Mei tahun 2012,

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak,
yang saat ini anak tersebut ikut bersama dengan Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal pindah-
pindah, pernah tinggal di rumah saksi, lalu pindah ke rumah orang
tua Termohon sampai dengan tahun 2014;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon
merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon dan
Termohon kurang menghormati Keluarga Pemohon;

- Bahwa sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang Pemohon dengan
Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah
saksi sedangkan Termohon memilih tetap tinggal di rumah orang
tua Termohon;

- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon,

namun rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa

dipertahankan lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan

telah cukup;
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Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu

apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selain uraian dalam putusan ini Majelis Hakim
juga menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara
ini yang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan

ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suami
sah dari Termohon berdasarkan bukti P Pemohon dan Termohon terikat
dalam perkawinan secara islam, maka Pemohon memiliki Legal standing

untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon, yang
merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh
karenanya sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah menjadi
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Blambangan

Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam
persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai
sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah
berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan
mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi

tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa pihak Termohon telah dipanggil dengan sah
dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakillkuasanya, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan
yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sehingga
permohonan cerai talak Pemohon tersebut dapat diperiksa dan diputus
tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan pasal 149 ayat (1)

RBg.;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon sehingga
tidak dapat didengar jawaban Termohon, maka atas kehendaknya sendiri
Termohon telah menghilangkan haknya untuk menjawab  dalil
permohonan Pemohon dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil

permohonan Pemohon tidak terbantahkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu berupa Fotokopi
Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan

Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta
keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, yang keterangannya
sebagaimana tersebut di atas, ternyata apabila dihubungkan satu dengan
lainnya telah saling bersesuaian khususnya mengenai keterangan yang
menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Termohon kurang menjaga
hubungan baik dengan Keluarga besar Pemohon, dan Termohon merasa
kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, akibatnya Pemohon dengan
Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai dengan

sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi tersebut adalah fakta
yang didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon, Para Saksi tidak memiliki cacat hukum dan
kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah, oleh karena itu keterangan
Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur
dalam pasal 308 Rbg. Sehingga keterangan Para Saksi tersebut dapat

diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan
bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim

menemukan fakta, sebagai berikut:
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- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak
tahun 2013 karena telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon disebabkan Termohon merasa kurang atas penghasilan
yang diberikan Pemohon, dan Termohon kurang menjaga hubungan

baik dengan Keluarga besar Pemohon;

- Bahwa sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang Pemohon dengan
Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang
tua Pemohon sedangkan Termohon memilih tinggal di rumah orang

tua Termohon;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon

dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana
tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai

berikut;

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai

suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah
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tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal
tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat
tinggal;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian
retaknya karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak dapat
dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan
Pemohon dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai
dengan Termohon, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk

menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah
diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon cukup bukti dan beralasan
hukum, dan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil
permohonannya sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan
hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.
Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi
izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap

Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera

berkewajiban mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak dalam
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waktu selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon dan
Termohon dan di tempat tercatatkan pernikahan Pemohon dan

Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan

Umpu;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan
Umpu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon dan Termohon

dan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
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5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.

316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada Hari Senin
tanggal 10 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal
1436 Hijriyah, oleh kami H. Rohmat,S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis,
Junaedi, S.HI, dan HM. Kusen Raharjo, S.HI, MA., sebagai Anggota
Majelis, dan pada Hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota
Majelis tersebut di atas dan Husniatun Aini, S.Ag, S.HIl. sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. Rohmat,S.Ag., MH.

Hakim Anggota | Hakim Anggota |l

Junaedi, S.HI. HM. Kusen Raharjo, S.HI., MA.

Panitera Pengganti

Husniatun Aini, S.Ag, S.HI.
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Perincian biaya perkara:

1. BiayaPendaftaran : Rp 30.000,-

2. Biaya Panggilan - Rp 225.000,-

3. Biaya Proses : Rp 50.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 316.000,-
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